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Abstract 

 This research is to analyze and explain the supervision of circulating goods and services in the field of 

industrial supervision, consumer protection and orderly commerce, the Department of Industry, Trade, 

Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Riau Province (Study of Mandau District, Bengkalis Regency). 

Using Siagian theory with Direct Supervision and Indirect Supervision Indicators. This type of research uses 

Qualitative Descriptive. Research Results Direct and indirect supervision is very important to ensure that goods 

and services in circulation are safe, of good quality and in accordance with applicable regulations. This aims to 

protect consumers and maintain commercial order. Supervision is carried out through direct inspections, market 

monitoring, data analysis and consumer complaints. Direct inspection involves physical checking and document 

verification, while indirect supervision relies on data and reports from various sources. Simplification and Update 

of Regulations Review and simplify existing regulations and update them according to the latest developments to 

make it easier for business actors to comply and make it easier for officers to enforce the law 
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Abstrak 

 Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan barang dan jasa beredar 

bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga Dinas Perindustrian 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis). Menggunkan teori Siagian dengan Indikator Pengawasan Langsung dan 

Pengawasan Tidak Langsung. Tipe penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian 

Pengawasan langsung dan tidak langsung sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang 

beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini bertujuan melindungi 

konsumen dan menjaga ketertiban niaga. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung, 

pemantauan pasar, analisis data, dan pengaduan konsumen. Inspeksi langsung melibatkan pengecekan 

fisik dan verifikasi dokumen, sementara pengawasan tidak langsung mengandalkan data dan laporan 

dari berbagai sumber. Penyederhanaan dan Pembaruan Regulasi Meninjau dan menyederhanakan 

regulasi yang ada serta memperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru untuk memudahkan 

pelaku usaha dalam mematuhi dan memudahkan petugas dalam penegakan hukum  

Kata kunci : Pengawasan, Barang dan Jasa Beredar dan Perlindungan Konsumen 
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Pendahuluan 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan 

terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Di zaman era modern ini, kebutuhan akan barang elektronik sangat meningkat tinggi. 

Barang elektronik memang menjadi gaya hidup di dunia yang serba canggih ini, bahkan 

untuk mendapatkannya orang-orang rela menabung bertahun-tahun dari penghasilannya 

demi mendapatkan barang elektronik yang didambakannya. Harga dan jenis barang 

elektronik di pasaran sangat beragam, bahkan jika konsumen tidak cerdas dan teliti dalam 

memilih, seringkali konsumen tertipu akan kualitas barangnya. Konsumen tidak bisa 

disalahkan sepenuhnya dalam hal ini, karena bagaimanapun konsumen telah mempercayai 

keberadaan barang dan/ jasa di pasaran sudah mendapatkan pengawasan oleh Pemerintah. 

Sejak UUPK diberlakukan dan seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan produk 

teknologi khususnya produk telematika dan elektronika di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun permasalahannya, walaupun UUPK ini 

telah lama di sahkan, masih saja pelaku usaha tidak mengindahkan aturan tersebut, seperti 

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa 

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 8 Huruf 

(j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Seringkali Pelaku usaha elektronik mengelabui konsumen terhadap iklan-iklan 

elektronik yang dibuatnya, seperti: Iklan elektronik yang mengatakan Paling TOP Di 

Indonesia, iklan elektronik yang mengatakan produk mereka paling terbagus, Memiliki 

standar tertentu, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu 

kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan 

kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 

diperdagangkan. Sedangkan pelanggarannya yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.  Selain ini pelanggaran yang sering terjadi 

juga mengenai penggunaan klausula baku dalam hal ini pelaku usaha dilarang 

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 

secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.  

Berdasarkan Uraian diatas terdapat fenomena permasalahan yang terjadi yang 

dirangkum penulis sebagai berikut : 

1. Barang elektronik tersebut harus memiliki petunjuk manual dalam bahasa Indonesia. 

Kewajiban pelaku usaha mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa 

Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen 
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2. Barang elektronik tersebut harus memiliki garansi minimal 1 tahun. Pasal 7 huruf e 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas 

menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi 

kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 

yang diperdagangkan 

3. Barang elektronik tersebut harus terdaftar di Kementrian Perdagangan Republik 

Indonesia dengan adanya bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Perdagangan RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

 Menurut Nurman Dkk (2023;21) Administrasi merupakan sistem dari suatu kegiatan 

formal yang dilakukan secara teratur, sistematis dan saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi antara sub sistem atau bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan dan 

saling menentukan. 

 Menurut Rahmat (2013;24) Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggara 

dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan 

semua sumber (personel maupun material) secara efektif, efisiensi dan rasional untuk 

menunjang tercapainya tujuan. 

 Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja 

sama antara dua orang manusia atau lebih yang idasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Konsep Organisasi 

 Menurut Hamim (2013;5) Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan itu 

bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam 

pula bentuk dan susunan organisasi tersebut 

 Menurut Robbin (2000:4) ”organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang 

bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”. 

 Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua 

orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang 

yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. 

Konsep Manajemen 

 Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, 

yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan 

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk 

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti dari administrasi 

karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. 
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 Menurut Nurman Dkk (2023;132) Manajemen publik merupakan administrasi 

organisasi pemerintah dan non profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor 

swasta/bisnis. Manajemen Publik merupakan media ataupun aktor penentu yang memilik 

peran dalam setiap permasalahan sosial dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana 

atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai 

bentuk akuntabilitas kepada rakyat. 

Konsep Pengawasan 

Menurut Handoko (2010:359) adalah  proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-

kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukan adanya hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, langkas proses pengawasan adalah 

langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. 

Siagian (2003:112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. 

Menurut Siagian (2003:115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan 

dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :  

1.  Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan 

sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahanya. 

Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : 

1. Inspeksi langsung; 

2. The-spot observation; dan 

3. On-the-spot report. 

2.  Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. 

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaiakan oleh para bawahan. 

Laporan ini dapat berbentuk Tertulis; dan Lisan  

Menurut Handayaningrat (2000:144) terdapat macam-macam pengawasan yakni : 

1.  Pengawasan dari dalam (internal control), Pengawasan dari dalam berarti 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam 

organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat/unit pengawas bertugas mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan organisasi.Data-data dan informasi ini digunakan oleh 

pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. 

Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan yang telah 

dikeluarkan.Sebaliknya pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan (korektif) 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan; 

2.  Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan eksternal berarti 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. 

Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi adalah aparat pengawasan yang 
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bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi atau bertindak atas nama 

pimpinan organisasi itu karena permintaannya; 

3.  Pengawasan preventif, Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksanakan. Maksud perencanaan preventif adalah untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam system pemeriksaan anggaran 

pengawasan preventif disebut pre audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan 

dengan usaha-usaha : 

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan system prosedur, 

hubungan dan tata kerjanya; 

b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

c. Menentukan kedudukan. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; 

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian 

kerjanya; 

e. Menentukan system koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan; dan 

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang 

telah ditetapkan. 

4.  Pengawasan Represiff, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan.Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk 

menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan. Dalam system pemeriksaan anggaran pengawasan represif ini 

disebut post audit. Adapun pengawasan represif ini dapat digunakan system-sistem 

pengawasan sebagai berikut : 

a. Sistem komperatif; 

b. Sistem verikatif; 

c. Sistem inspektif; dan 

d. Sistem investigative. 

Metode 

 Tipe penelitian ini penulis menggunakan Deskriptif Kualitatif. penelitian deskriptif 

kualitatif menurut Arikunto (2005:234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan. 

 Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) alasan 

mengambil judul ini agar fokus yang jelas dan mendalam pada isu-isu penting terkait 

pengawasan barang dan jasa beredar di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, serta 
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memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pengawasan dan 

perlindungan konsumen di Provinsi Riau khusunya Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 

 Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Pegawai Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau dan Toko 

Yang menjual Barang dan jasa beredar. Data Skunder Data skunder adalah data yang 

diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, 

literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Penelitian : Jurnal Terkait Dengan 

Pengawasan Barang Jasa beredar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, Daftar Barang dan Jasa 

Beredar dan Regulasi yang Berlaku. 

 Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah 

Observasi Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk 

mendapatkan informasi, data dan lainnya mengenai Pengawasan yang ada di Kecamatan 

Mandau. Dan juga pengamat secara langsung terhadap hasil Pengawasan yang dilakukan 

oleh  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau. 

Wawancara Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara wawancara guna melengkapi data 

yang diperoleh dari observasi dan kusioner, yang meliputi Pengawasan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau. Dokumentasi Merupakan 

metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi 

 Analisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Pengumpulan 

Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Mengenai ketiga alur 

tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut Menurut Miles & Huberman (dalam 

Sugiyono 2020:133) : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai 

berikut : Pengumpulan Data, Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan 

observasi. wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). 

Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang 

diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum 

terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. 

Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi, 

Reduksi Data, Menurut Miles dan Huberman (1992:16) Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi 

data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di 

lapangan; Penyajian Data, Menurut Miles dan Huberman (1992:17) membatasi suatu 

“penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan penulisan hasil 

data yang dikumpulkan oleh peneliti guna mempermudah penafsiran data tersebut. Data 

yang dihasilkan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Hal ini bertujuan 

agar penyajian data dapat dibuat dengan baik serta pembaca mudah mengerti maksud dan 
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tujuannya. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, Menurut Miles dan Huberman (1992:19) 

Penarikan Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang 

disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh 

pernyataan baru yang disebut kesimpulan/konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. 

Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi. 

Hasil dan Pembahasan 

 Pengawasan barang dan jasa umumnya dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Dinas 

Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tingkat provinsi. Berikut 

beberapa langkah umum dalam pengawasan barang dan jasa: 

Pengawasan Langsung 

 Indikator Pengawasan Langsung Pengawasan langsung merupakan praktik yang 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Riau. Ini melibatkan inspeksi rutin terhadap lokasi produksi, penyimpanan, dan 

distribusi untuk memastikan bahwa produk aman, berkualitas baik, dan memenuhi standar 

yang ditetapkan. Sekretariat memainkan peran penting dalam koordinasi dan administrasi, 

memastikan bahwa tim inspeksi memiliki sumber daya yang diperlukan dan jadwal yang 

jelas. Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Peraturan Komersial bertanggung 

jawab atas pengawasan langsung. Mereka menghadapi tantangan seperti mengakses lokasi 

terpencil dan memantau berbagai macam barang dan jasa. Tim memastikan pelaku usaha 

mematuhi peraturan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif 

bila diperlukan. Sampel produk diambil selama inspeksi dan diuji di laboratorium untuk 

memastikan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Hasil pengujian digunakan untuk 

mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. 

Departemen ini juga mendidik konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana mengenali 

produk yang aman dan berkualitas. Mereka menyediakan mekanisme pengaduan bagi 

konsumen untuk melaporkan masalah. Peraturan dan standar disosialisasikan kepada 

produsen, distributor, dan pengecer. Pengawasan langsung memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan. Pelanggaran akan dikenakan tindakan tegas, termasuk sanksi atau pembinaan. 

Pemilik toko yang menjual barang dan jasa yang beredar mengapresiasi pengawasan 

langsung, karena membantu memastikan produk aman dan berkualitas baik. Hal ini juga 

membantu mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan kepercayaan 

konsumen terhadap produk yang mereka beli. 

Pengawasan Tidak Langsung 

 Indikator Pengawasan Tidak Langsung atau pengawasan jarak jauh dilakukan di 

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Riau melalui berbagai cara. Laporan dari bawahan, pemantauan pasar, analisa data, 

pengaduan konsumen, dan kerjasama dengan instansi terkait digunakan untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan. Sekretariat memainkan peran penting dalam mengumpulkan 

dan memproses data dari berbagai sumber, memberikan informasi yang relevan kepada tim 

pemantauan, dan membantu analisis data untuk mendeteksi potensi masalah atau 

pelanggaran. Tantangan dalam pengawasan tidak langsung mencakup terbatasnya akses 

terhadap informasi yang akurat dan lengkap, kecepatan dalam menanggapi keluhan 
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konsumen, dan memastikan keandalan dan relevansi data yang dikumpulkan. Pemantauan 

pasar dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain laporan 

penjualan, keluhan konsumen, dan observasi pasar, serta dengan menggunakan teknologi 

seperti sistem informasi untuk memantau pergerakan barang dan mendeteksi anomali yang 

dapat mengindikasikan adanya pelanggaran. Edukasi konsumen juga diberikan untuk 

memberikan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan 

permasalahan, serta mekanisme pengaduan dikelola agar konsumen dapat melaporkan 

produk yang tidak memenuhi standar. Informasi dari pengaduan ini digunakan untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan. Peraturan dan standar disosialisasikan kepada seluruh 

pelaku usaha, dan teknologi informasi digunakan untuk memantau kepatuhan. Pengawasan 

tidak langsung membantu pelaku usaha menjaga kualitas produk dan melibatkan mereka 

dalam proses pemantauan melalui mekanisme pengaduan. 

Faktor Penghambat 

 Hambatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, 

Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Jumlah petugas pengawasan yang terbatas dapat 

menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang harus diawasi, terutama 

daerah yang terpencil. 

2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha, Beberapa pelaku usaha mungkin 

kurang memahami atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga menyulitkan 

upaya pengawasan dan penegakan hukum. 

3. Ketidaklengkapan Data dan Informasi, Data yang tidak lengkap atau akurat mengenai 

produk dan pelaku usaha dapat menghambat proses pemantauan dan penilaian risiko. 

4. Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Optimal, Pengawasan yang efektif memerlukan 

kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Kurangnya koordinasi 

dapat menghambat tindakan yang cepat dan tepat. 

5. Kendala Teknologi dan Infrastruktur, Teknologi informasi yang belum optimal atau 

infrastruktur yang kurang mendukung dapat menghambat proses pengumpulan dan 

analisis data. 

6. Regulasi yang Kompleks atau Kurang Diperbarui, Regulasi yang terlalu kompleks 

atau tidak mengikuti perkembangan terbaru dapat menyulitkan pelaku usaha untuk 

mematuhi, dan menyulitkan petugas untuk menegakkan hukum 

Kesimpulan 

 Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan 

Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan 

Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Pengawasan 

langsung dan tidak langsung sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar 

aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini bertujuan melindungi 

konsumen dan menjaga ketertiban niaga. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung, 

pemantauan pasar, analisis data, dan pengaduan konsumen. Inspeksi langsung melibatkan 

pengecekan fisik dan verifikasi dokumen, sementara pengawasan tidak langsung 
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mengandalkan data dan laporan dari berbagai sumber. Berbagai pihak, termasuk Kepala 

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengawasan, dan Sub Koordinator di berbagai bidang, 

memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pengawasan. Koordinasi antara 

instansi terkait juga sangat krusial untuk keberhasilan pengawasan. 
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